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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Untuk mengisi jabatan pemilihan umum kecamatan, calon harus terlebih dahulu 

diterima di badan ad hoc PPK. Proses seleksi ini dilakukan dengan harapan para calon 

mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Sesuai Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 8 

Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota wajib membentuk PPK paling lambat 6 bulan 

sebelum pemilu dan membubarkannya paling lambat dua bulan sesudah pemilu. 

Mengikuti langkah-langkah atau protokol yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) sudah pasti dilakukan oleh KPU Daerah. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

terdiri dari lima anggota masyarakat yang dipilih untuk bertugas dalam kapasitas 

tersebut dan berdomisili di wilayah tersebut. PPK tersebut juga beranggotakan satu 

orang ketua dan empat orang anggota PPK yang ditunjuk oleh KPU Kota Palembang. 

Pembentukan PPK dilaksanakan secara terbuka dengan menimbang kompetensi, 

keterampilan, integritas, dan independensi calon anggota, sesuai ketentuan Pasal 36 

dan 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Kedudukan PPK Mengacu pada PKPU 

No.8 Tahun 2022 Pasal 3 sebagai berikut: 

1.  PPK dibentuk untuk pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di tingkat 

kecamatan. 

2. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan. 

Adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK yang ditinjau dari PKPU 

Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 7 sebagai berikut: 
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Ayat (1) dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:  

a. Sebagaimana ditetapkan KPU, lakukan semua langkah yang diperlukan untuk 

melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan 

b. Mendapatkan daftar registrasi pemilih dan mengirimkannya ke KPU Kab/Kota  

c. Penghitungan ulang perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, 

Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

pada masing-masing kecamatan terdampak sesuai berita acara (BA) hasil TPS, 

dengan dihadiri saksi-saksi dalam pertandingan pemilu. Buatlah pengumuman 

setelahnya 

d. Lakukan penilaian dan dokumentasikan temuan pada setiap langkah proses 

pemilihan tempat kerja. 

e. Mendidik masyarakat tentang tanggung jawab dan wewenang PPK dengan 

menyelenggarakan pemilu 

f. Menjalankan tugas lain yang dianggap perlu oleh KPU relavan dengan 

perundangan yang berlaku 

g. Melakukan tanggung jawab lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.  

Ayat (3) PPK mempunyai wewenang:  

a. Kumpulkan penghitungan akhir dari setiap lokasi pemungutan suara di wilayah 

yang ditentukan 

b. Melaksanakan kewenangan tambahan yang diberi KPU relavan dengan 

ketetapan perundangan 

c. Melakukan kekuasaan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.  

Ayat (4) PPK memiliki kewajiban:  
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a. membantu KPU memperbarui daftar pemilih, baik sementara maupun 

permanen 

b. Ikut serta dalam proses pemilu bersama KPU Kabupaten/Kota 

c. Menyelesaikan temuan dan laporan Panwaslu Kabupaten secepatnya 

d. Melakukan tugas lain yang diberi oleh KPU relavan dengan persyaratan 

perundangan yang berlaku);  

e. Patuhi persyaratan tambahan apa pun yang ditetapkan oleh hukum. 

Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan bagian penting dalam proses 

koordinasi pemilihan umum di suatu kecamatan. Tanggung jawab PPK adalah 

menyelenggarakan pemilu di lapangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu 

sangat bergantung pada Panitia Pemilihan Distrik. Diperlukan proses seleksi yang 

tepat untuk memperoleh anggota PPK yang berkualitas. Sebelumnya, proses seleksi 

melibatkan tiga tahapan: sistem seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara. 

Namun, mulai tanggal 20 November 2022, badan ad hoc Panitia Pemilihan Daerah 

melakukan pendaftaran secara online sehingga seleksi administrasi bisa dilaksanakan 

secara langsung melalui verifikasi permohonan. pada saat ini tes CAT dan tes 

wawancara hanya merupakan 2 (dua) cara dalam menyeleksi anggota PPK. Berikut 

Alur Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tahun 2022 : 

Gambar 1.1 Alur Seleksi Tahun 2022 
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Sumber: instagram Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang 

Gambar di atas mengacu pada KKPU No. 534 Tahun 2022 Alur Seleksi Badan 

Adhoc anggota PPK Tahun 2022 dijelaskan seperti berikut: 

a. Pasal 36 dan 38 Aturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 mengatur bahwa PPK 

dibentuk secara terbuka setelah mempertimbangkan kompetensi, 

kemampuan, kejujuran, dan otonomi calon anggota PPK.  

b. Pengumuman pendaftaran : KPU Kab/Kota akan melakukan sosialisasi 

pendaftaran paling lambat 5 hari sebelum masa pendaftaran dimulai. 

Disediakan untuk umum dan memanfaatkan fasilitas media informasi. 

c. Penerimaan Pendaftaran : Sejak pengumuman diumumkan sampai dengan 

berakhirnya masa pendaftaran, calon anggota PPK dapat menerima 

pendaftarannya. Mereka juga harus mendapatkan semua dokumen yang 

diperlukan untuk anggota PPK melalui SIAKBA dan menunjukkan tanda 

terima untuk dokumen-dokumen tersebut. 

d. Penelitian Administrasi : Melakukan penelitian administratif dengan 

memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua dokumen calon anggota 

PPK sejak pendaftaran sampai dengan dua hari setelah tahap pendaftaran 

berakhir. Pastikan semua dokumen lengkap dan akurat. Menyortir hasil 

penelitian secara administratif dan menetapkannya paling lambat satu hari 

setelah berakhirnya penelitian. Nama-nama yang berminat mengikuti PPK 

dicantumkan dalam berita acara, urutannya berdasarkan abjad. 

e. Pengumuman Hasil Penelitian : Memberitahukan pihak-pihak yang 

berkepentingan selambat-lambatnya tiga hari setelah selesainya tahap 



 

5 
 

penelitian administratif mengenai temuan yang diperoleh dari laporan 

penetapan hasil. Memanfaatkan kemampuan media informasi dan area 

yang tersedia untuk umum untuk mengumumkan temuan penelitian 

administratif. 

f. Tanggapan dan Masukan Masyarakat : Calon anggota PPK yang lulus di 

ruang publik dan menggunakan media informasi harus mengetahui 

langkah-langkah reaksi dan umpan balik masyarakat. Satu hari sebelum 

pelantikan, dapatkan reaksi dan masukan masyarakat terhadap temuan 

penelitian administrasi. 

g. Seleksi Tertulis (CAT) Calon Anggota PPK : Calon anggota PPK harus 

menjalani proses seleksi tertulis (CAT) yang dimulai paling lambat 6 hari 

setelah hasil penelitian seleksi diumumkan dan berakhir paling lambat 1 

hari setelah hasil penelitian diperiksa. Prosesnya harus dilakukan di 

wilayah kabupaten atau kota setempat dengan menggunakan perangkat 

teknologi informasi. KPU harus menyiapkan materi seleksi tertulis yang 

mencakup topik-topik seperti pengetahuan nasional, dasar kompetensi, dan 

pengetahuan pemilu. Jumlah calon harus diurutkan berdasarkan abjad, dan 

paling lambat 3 kali lipat dari jumlah anggota PPK yang dipersyaratkan 

harus lulus.  

h. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis : memberitahukan kepada masyarakat 

mengenai hasil proses seleksi tertulis paling lambat tiga hari sesudah 

selesainya tahapan seleksi. Pengumuman ini harus didasarkan pada berita 

acara yang digunakan untuk menentukan hasil seleksi penulisan. 
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Memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh media informasi dan 

mengumumkan hasilnya secara tertulis kepada publik. 

i. Wawancara : Pemilihan umum, pengabdian (termasuk kejujuran, otonomi, 

dan profesionalisme), kinerja calon anggota PPK di masa lalu, serta 

tanggapan dan jawaban masyarakat merupakan topik-topik yang dijadikan 

bahan wawancara oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, hasil seleksi 

tertulis akan diumumkan paling lambat tiga hari setelah wawancara. 

.Pengumuman Hasil: KPU Kabupaten/Kota menggunakan sumber media 

informasi untuk mengkomunikasikan hasil di lokasi yang dapat diakses 

publik. 

j. Pengumuman Hasil Seleksi : KPU Kab/Kota mengumumkan hasil seleksi 

pada tempat publik yang mudah diakses dan memanfaatkan sarana media 

informasi. 

Alur seleksi pada tahun 2022 telah menggunakan aplikasi SIAKBA yang sangat 

membantu pendaftar mulai dari Pendaftaran administrasi yang dapat dilakukan dengan 

melengkapi dan mengunggah dokumen pada SIAKBA, Pengumuman hasil tes dapat 

dilihat di SIAKBA beserta Informasi seputar Pendaftaran dapat dilihat di SIAKBA, 

Jadi dengan adanya aplikasi SIAKBA dapat mempermudah bagi Calon Anggota PPK 

dalam pendaftaran dan mencari informasi terkait seleksi. Pada pelaksanaan kegiatan 

seleksi mengacu pada PKPU No.8 Tahun 2022 Pasal 37 menyatakan : 

1. Jumlah anggota PPK yang dibutuhkan sebanyak dua kali lipat, tergantung 

pangkat, dipilih oleh KPU Kabupaten/Kota. 
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2. Nama-nama anggota PPK dipilih oleh Kab/Kota berdasarkan berbagai kriteria 

yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pengambilan 

sumpah atau janji PPK dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota. 

Berikut ini mengacu pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 438 

Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi SIAKBA Sebagai Aplikasi Khusus KPU. 

KPU RI secara resmi meluncurkan SIAKBA pada tanggal 20 Oktober 2022. Aplikasi 

tambahan bernama SIAKBA akan digunakan untuk membantu pemilihan anggota 

KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan Badan Adhoc (PPK, PPS, KPPS) serta membantu 

dalam proses pengaturan data pada entitas tersebut. Secara keseluruhan, aplikasi 

SIAKBA merupakan amanat PKPU 5 Tahun 2021 yaitu mengenai pelaksanaan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik oleh KPU. Hal pertama yang pertama: pastikan 

memiliki akun SIAKBA. Anda dapat mengaksesnya melalui website ini atau dengan 

mengunjungi https://siakba.kpu.go.id/. Pelamar masih perlu mengumpulkan dokumen 

yang diperlukan untuk pendaftaran, termasuk berkas pendaftaran.. Berikut jumlah 

pendaftar yang lulus seleksi badan adhoc PPK di kota Palembang: 

Gambar 1.2 Jumlah Pendaftar dan Lulus Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram KPU Kota Palembang 
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Gambar 1.3 Jumlah PPK di Kota Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Website Info pemilu 

 
Peserta yang lulus badan adhoc panitia pemilihan kecamatan kota palembang 

pada gambar di atas dapat di lihat dari 1.934 yang mendaftar yang lulus seleksi hanya 

90 peserta dengan total pria 70 orang dan wanita 20 orang. Dari jumlah tersebut 

kandidat yang terpilih yaitu kandidat yang berkompeten dan memenuhi standar yang 

sudah ditetapkan pihak KPU. Disetiap kecamatan di kota palembang yang berjumlah 

18 kecamatan terdiri dari 5 orang anggota PPK.  

Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, mempunyai 

tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi, menuntut Badan Adhoc PPK untuk selalu beradaptasi dan 

meningkatkan efisiensi dalam tugas-tugas mereka. Sama halnya dengan penggunaan 

Website Siakba dalam Seleksi PPK pertama kalinya digunakan SIAKBA tahun 2022 

sehingga dapat terjadi permasalahan yang dihadapi seperti Sistem SIAKBA yang eror 

dan calon anggota PPK yang tidak mahir dalam menggunakan SIAKBA dapat 



 

9 
 

menghambat calon anggota untuk mendaftar, selain permasalahan pada SIAKBA, 

Seleksi PPK bisa terdapat hambatan seperti Komputer Tes CAT bug, Jarak waktu 

wawancara cepat sehingga panitia memerlukan strategi agar tidak melewati batas 

waktu yang ditentukan. Penting bagi calon anggota panitia pemilihan kecamatan untuk 

dapat menggunakan aplikasi SIAKBA agar terhindar dari permasalahan tersebut dan 

dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan serta pentingnya peran panitia dalam 

menangani permasalahan selama seleksi berlangsung. Dalam hal itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji seleksi penerimaan PPK dalam Pemilu di Kota Palembang. 

Fokus penelitian akan difokuskan pada proses seleksi Penerimaan PPK untuk pemilu 

2024, kualifikasi, dan kinerja anggota PPK, serta upaya-upaya perbaikan yang dapat 

dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan seleksi PPK tidak terjadi masalah 

kedepannya. 

Pemilu ialah proses untuk memilih orang yang akan menduduki sebuah jabatan 

yang dipilih langsung oleh rakyat. Sistem pengimplementasian pemilu memiliki 

proses dan mekanisme demokrasi yang jujur dan adil. Meskipun demikian, 

kemungkinan terjadi pelanggaran atau tindak pidana pemilu masih dapat terjadi 

selama pelaksanaannya. Pelanggaran pemilihan, yaitu tindakan yang dilarang oleh 

undang-undang pemilu pada pelaksanaan pemilu. Salah satu tindak pelanggaran 

pemilu yaitu, Penggelembungan suara di Kecamatan Sukarami Dapil DPR RI Sumsel, 

dilansir dari JPNN.com salah satu portal berita. KPU Kota Palembang mengambil alih 

penghitungan suara di PPK Kecamatan Sukarami karena adanya temuan 

penggelembungan suara. Ketua KPU Kota Palembang, Syawaludin, S.H.i mengatakan 

temuan penggelembungan suara terjadi di seluruh TPS Sukarami yang dilakukan 

anggota PPK, Penggelembungan suara di kecamatan sukarami terjadi seperti 
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hilangnya sejumlah suara dan hanya anggota PPK sukarami yang belum 

menyelesaikan pleno. Pelanggaran ini dapat merugikan jumlah kursi partai yang 

didapat untuk melaju ke DPR RI, dan untuk saat ini pihak KPU Kota Palembang telah 

menonaktifkan seluruh anggota PPK di kecamatan sukarami. 

Dengan memahami seleksi penerimaan anggota PPK dalam konteks Pemilu di 

Kota Palembang, diinginkan hasil analisis ini bisa memberi kontribusi yang signifikan 

dalam pengembangan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang lebih baik 

sehaingga menghasilkan anggota PPK yang berkualitas dan amanah dalam 

melaksanakan tugasnya serta menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam 

proses Pemilu di seluruh Indonesia. 

 
1. 2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Evaluasi 

Seleksi Penerimaan Badan ADHOC Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Berdasarkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Untuk Pemilu 2024 

di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang ? 

 
1. 3 Tujuan Penalitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Seleksi Penerimaan Badan 

ADHOC PPK Menurut PKPU No 8 Tahun 2022 Untuk Pemilu 2024 di KPU Kota 

Palembang. 

 
1. 4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Penelitian ini yaitu : 

1) Secara Teoritis 
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Analisis ini diinginkan bisa bermanfaat dan meningkatkan wawasan 

masyarakat mengenai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dan 

diharapkan penelitian ini bisa jadi acuan bagi para peneliti Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK) berikutnya. 

2) Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

penelitian ini dapat memberikan pencerahan, memperdalam 

pemahaman tentang permasalahan tersebut, dan bahkan memberikan 

wawasan baru.  

b. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan bisa jadi acuan bagi pihak – pihak yang 

terlibat dalam Seleksi Anggota PPK baik panitia yang melaksanakan 

seleksi maupun para pendaftar seleksi khususnya KPU Kota 

Palembang 

c. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa terutama Mahasiswa 

Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai 

referensi penelitian karya ilmiah. 
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